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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.3/4/2020 

TENTANG 

TATA CARA UJI KARAKTERISTIK DAN PENETAPAN STATUS LIMBAH BAHAN 

BERBAHAYA DAN BERACUN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6), 

Pasal 8 ayat (4), Pasal 96 ayat (1), dan Pasal 192 ayat (3) 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 

perlu adanya kepastian hukum mengenai tata cara uji 

karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun dan 

penetapan status limbah bahan berbahaya dan beracun; 

b. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.55/MENLHK-SETJEN/2015 tentang 

Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya 

dan Beracun, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.54/MENLHK-

SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Tata Kerja Tim Ahli 

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sudah tidak 

sesuai lagi dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

sehingga perlu diganti; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

tentang Tata Cara Uji Karakteristik dan Penetapan 

Status Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 

 

Mengingat :  1.  Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5617); 

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 17); 

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 713); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG TATA CARA UJI KARAKTERISTIK 

DAN PENETAPAN STATUS LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN 

BERACUN. 
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BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 

disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain 

yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik 

secara langsung maupun tidak langsung, dapat 

mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, 

dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, 

serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup 

lain. 

2. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya 

disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau 

kegiatan yang mengandung B3. 

4. Prosedur Pelindian Karakteristik Beracun (Toxicity 

Characteristic Leaching Procedure) yang selanjutnya 

disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk 

memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah. 

5. Uji Toksikologi Lethal Dose-50 yang selanjutnya disebut 

Uji Toksikologi LD50 adalah uji hayati untuk mengukur 

hubungan dosis-respon antara Limbah B3 dengan 

kematian hewan uji yang menghasilkan 50% (lima puluh 

persen) respon kematian pada populasi hewan uji. 

6. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi 

pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau 

penimbunan. 

7. Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena 

usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3. 
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8. Produk Samping adalah produk sekunder yang 

dihasilkan dari suatu proses industri yang terintegrasi 

dengan proses yang menghasilkan produk utama bersifat 

pasti, dapat digunakan secara langsung tanpa proses 

lebih lanjut dan memenuhi syarat dan/atau standar 

produk.  

9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang 

selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai 

dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang 

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan 

bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.  

10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya 

Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut 

UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap 

Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting 

terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses 

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha 

dan/atau Kegiatan. 

11. Kontrol Mutu adalah suatu proses untuk mendeteksi 

terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak 

sesuai dengan standar, dengan menggunakan indikator 

kualitas yang jelas dan pasti. 

12. Jaminan Mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan 

standar mutu pengelolaan secara konsisten dan 

berkelanjutan. 

13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan 

usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak 

berbadan hukum. 

14. Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang 

selanjutnya disebut Tim Ahli adalah para ahli yang 

ditugaskan oleh Menteri untuk mengevaluasi 

permohonan pengecualian Limbah B3 dari Pengelolaan 

Limbah B3, penetapan Limbah sebagai Limbah B3, dan 

Penetapan Limbah B3 sebagai Produk Samping. 
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15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup. 

16. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang 

membidangi urusan pengelolaan Limbah B3 dan Limbah 

nonB3. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: 

a. struktur Tim Ahli; 

b. prosedur uji karakteristik Limbah B3; 

c. uji karakteristik Limbah B3 bagi Limbah B3 yang akan 

dikecualikan dari Pengelolaan Limbah B3; 

d. uji karakteristik Limbah B3 bagi Limbah yang terindikasi 

memiliki karakteristik Limbah B3; 

e. prosedur penetapan Limbah B3 sebagai Produk Samping; 

dan 

f. pelaporan dan pemantauan. 

 

BAB II  

STRUKTUR TIM AHLI 

 

Pasal 3  

(1) Menteri membentuk Tim Ahli.  

(2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas: 

a. ketua; 

b. sekretaris; dan 

c. anggota. 

 

Pasal 4 

(1) Ketua Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (2) huruf a dijabat oleh Direktur Jenderal.  

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 

untuk mengoordinasikan kerja Tim Ahli. 
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